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Tesisini menganalisa kebijakan pemerintah tentang e-commerce. K ebijakan tersebut berupa amanat dari
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan
Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) 2017-2019. K ebijakan tersebut mengamanatkan
kepada K ementerian/L embaga terkait untuk menyelesaikan formulasi Rancangan Peraturan Pemerintah
tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PM SE) yang ditargetkan selesai pada bulan November
2018. Namun, hingga berakhirnya periode pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla 2014-2019, hal tersebut
belum kunjung terbit. Tesisini mengangkat permasalahan mengenai proses tarik menarik kepentingan yang
terjadi dalam tatanan birokratik sebagai pemangku kebijakan. Tesisini menggunakan metode kualitatif
dengan cara mewawancarai para aktor-aktor yang terlibat dan juga menyandingkan dengan data sekunder
berupa naskah-naskah regulasi serta pemaparan mengenai kebijakan e-commerce. Teori yang digunakan
diantaranya adalah; Burreucratic Politic Apporach oleh Alison Wolf (1986), teori Kebijakan Publik, dan

K esalahan tipe ketiga oleh William N. Dunn (2003). Temuan tesis ini memperlihatkan adanya ego sektoral
oleh tatanan birokratik dalam menentukan permasalahan kebijakan yang disebabkan oleh adanya multi-
interpretasi dari setiap Kementerian/Lembaga yang dilandasi oleh pencapaian target kinerja kepada kepala
Pemerintah. Kesimpulan dari tesisini adalah adanya multi-interpretasi dari pemangku kebijakan
menyebabkan tidak ditemukannya political resultant dari masing-masing pihak yang seharusnya bekerja
sama dalam memformulasi suatu isu kebijakan sehingga mereka melakukan sesuatu yang disebut sebagai
kesalahan tipe ketiga. Hal itu menyebabkan pemangku kebijakan yang merupakan tatanan birokrat tidak
menemukan solusi atas masalah publik, melainkan mengulang tahapan berkoordinasi dalam merumuskan
masal ah kebijakan publik terkait isu e-commerce di Indonesia.
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This thesis analyzes government policies on e-commerce. The policy consists of Presidential Regulation of
the Republic of Indonesia Number 74 Y ear 2017 concerning the Electronic-Based National Trading System
Road Map (e-Commerce Road Map) 2017-2019. This policy mandates the relevant Ministries/Institutions to
complete the formulation of the Draft Government Regulation on Trade through Electronic Systems (PP
PMSE) which istargeted to be completed in November 2018. At the end of the Joko Widodo - Jusuf Kalla
administration period 2014-2019, this has not yet been visited. . This thesis raises challenges about the
interesting processes that occur in the bureaucratic record as policy makers. This thesis uses a qualitative
method by interviewing the actorsinvolved and also comparing with secondary data in the form of
regulatory texts and presentation on e-commerce policy. The theory used is; Appeal of Burreucratic Politics
by Alison Wolf (1986), Public Policy theory, and type three errors by William N. Dunn (2003). The findings
of thisthesis show the existence of sectoral egos by the bureaucratic order in determining policy


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20499075&lokasi=lokal

considerations caused by the multi-interpretation of each Ministry/Institution based on finding performance
targets for the head of Government. The conclusion of thisthesis is the multi-interpretation of the
stakeholders that causes no political results from each party related to participation in formulating a policy
issue so that they do something called a type problem. That causes the stakeholders who are the bureaucratic
order not to find solutions to public problems, are discussed again in coordination in the matter of
formulating public problems related to e-commerce issuesin Indonesia



